
Menimbang 

W ALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN 

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

a. bahwa pemilihan kepala claerah clan wakil kepala claerah 

merupakan perwujuclan dari kedaulatan, tanggungjawab, 

hak dan kewajiban rakyat untuk secara demokratis memilih 

pemimpin di daerahnya; 

b. bahwa pendanaan kegiatan pemi!ihan walikota dan wakil 

walikota Blitar tahun 2024 tidak cukup didanai dalam satu 

tahun anggaran, sehingga perlu adanya pembentukan dana 

caclangan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perunclang­ 

unclangan yang berlaku; 

c. bahwa sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku, untuk memberikan arah, landasan 

dan kepastian hukum terhadap pembentukan dana 

cadangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 

ayat (1 )  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

clan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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1950 tentang 17 Tahun 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang­ 

Undang Menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 ayat (2) dan 

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubemur, 

Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka 

diperlukan pengaturan tentang pembentukan dana cadangan 

untuk pemilihan Walikota dan wakil Walikota Blitar Tahun 

2024; 

d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 

2024; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 

Mengingat 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor lb ctan Nomor 

1 7  Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
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Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dirubah, dengan 

Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573) 

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

dirubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Unctang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang­ 

Undang, menjadi Undang-Undang ; 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3243); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangun-dangan 

dalam Pembentukan Peraturan Perundangun-dangan dan 

Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5729); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 8  Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan Pemerintah (Nomor 72 

Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402) 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara l<epublik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

1 2 .  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014  tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 

sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
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Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang­ 

undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang 

Peraturan Perundang-undangan (Serita Negara Republik 

Indonesia Nomor 1133 Tahun 2018); 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota yang Bersurnber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

teritang Pedoman 'I'clcn ie Pcngelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

19. Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 

Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

2 1 .  Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2021 Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR 

dan 

WALi KOTA BLITAR 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN UNTUK PEMILIHAN WALJKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kota Blitar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

pen yelenggara 

pelaksanaan 

Pemerintahan daerah yang memimpin 

urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
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3. Walikota adalah Walikota Blitar. 

4. Pemilihan W alikota dan W akil W alikota adalah pelaksanaan 

kcdaulatan rakyat di wilayah Kota Blitar untuk memilih 

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 

demokratis. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak 

dan kewajiban tersebut. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Perda. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja 

Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

10. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan sepanjang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk mendanai kebutuhan pembangunan 

prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran, ctan ctapat ctgunakan urn.uk 

mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

1 1 .  Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung 

seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh 

Pengeluaran Daerah. 
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Pasal 2 

(1 )  Pembentukan Dana Cadangan sepanjang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku bertuiuan 

untuk mendanai kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024 yang pendanaannya tidak dapat 

dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

(2) Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana 

Cadangan adalah: 

a. Program : Program Peningkalan Peran Partai Politik Dan 

Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. 

b. Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, 

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, dan Pemantauan Situasi Politik. 

c. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. dan 

Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah: 

a. Pembentukan Dana Cadangan; 

b. Alokasi Dana Cadangan; 

c. Penempatan dan Pencairan Dana Cadangan; dan 

d. Penggunaan Dana Cadangan. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

Pasal 4 

Dana Cadangan berasal dari APED yang bersumber dari 

penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari: 

a. dana alokasi khusus; 

b. pinjaman daerah; dan 

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 

pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah 

dalam tahun anggaran berkenaan. 

BAB Ill 

ALOKASIDANACADANGAN 

(1) Sepanjang sesuai 

Pasa16 

ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, alokasi Dana Cadangan melalui 

APED ditetapkan sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh 

lima miliar rupiah) dengan rincian berikut: 

a. APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 

b. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal penyediaan dana cadangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  huruf a tidak terpenuhi, maka dana 

cadangan diakumulasikan pada tahun anggaran 2023. 
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BABIV 

PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN 

Bagian Kesatu 

Penempatan 

Pasal 7 

(1)  Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

( 1 )  ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleb 

PPKD selaku BUD. 

(2) Dalam bal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam 

portofolio yang memberikan basil tetap dengan resiko 

rendah. 

(3) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal basil/ 

dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana 

cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio 

dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 

Bagian Ked ua 

Pencairan 

Pasal 8 

(1 )  Pencairan Dana Cadangan sebagai salah satu sumber 

penerimaan pembiayaan Daerah digunakan untuk 

menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening 

Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daeran caiam 

tahun anggaran berkenaan. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan 

bersangku tan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 

mcnjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun 

anggaran berkenaan. 
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(4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

BAB V 

PENGGUNAAN DANA CADANGAN 

Pasal 9 

( 1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke 

Rekening Kas Umum Dae rah dilakukan berdasarkan 

rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai 

peruntukannya. 

(2) Pemindah bukuan dari rekening Dana Cadangan ke 

Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang 

ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana 

Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku paling tinggi sejumlah pagu Dana 

Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya 

pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 

Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke 

Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku dilakukan dengan surat perintah 

pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah 

atas persetujuan PPKD. 

(5) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari 

rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1 )  dianggarkan 

dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 10 
Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana cadangan atas 

penggunaan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai 

pengelolaan keuangan daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 1 1  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Dacrah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 30 September 2022 
WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 

Pada Tanggal 30 September 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

Priyo Suhartono 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 2 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 117-2/2022 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPAL(j{N HUKUM, 
AHMAD TOBRONT S.H 

NIP. 19670909 199803 1 008 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 

NOMOR TAHUN 2022 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN 

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024 

I. UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas 

otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi. pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik 

dengan memperhatikan aeas transparanei dan akuntabilitas. 

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar 

Tahun 2024, merupakan perwujudan demokrasi sebagaimana 

diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga mutlak harus 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar dan seluruh masyarakat Kota 

Blitar. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, 

ditegaskan bahwa Pendanaan Kegiata.n Pemilihan dibebankan pada APBD 

dan dapat di dukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. Adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan 

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut membawa 
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konsekuensi dibutuhkan biaya yang cukup besar, di mana dalam 

pelaksanaannya dibebankan pada APBD. 

Pendanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar 

Tahun 2024 memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga perlu skema 

pendanaan melalui pembentukan Dana Cadangan. Pemerintah Daerah 

diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban 

APBD untuk mcmbiayai kcgiatan yang membutuhkan dana relatif besar 

dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyisihan 

pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintahan disebut 

dengan Dana Cadangan. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasa14 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 



Pasal 8 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cu ku p jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 1 1  

Cu ku p jelas. 
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